PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Sumber gambar: www.kobrapostonline.com

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa risiko bagi
kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai
belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) juga secara nyata telah mengganggu
aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian negara di seluruh
dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3%
(tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu.

Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berpotensi
mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau
lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat
dan aktivitas ekonomi.!

Dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada
tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan
sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing

kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan

1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Penjelasan,
Romawi I, Umum
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penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).2 Selain itu, dengan Keputusan Presiden
Nomor 11 Tahun 2020, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai jenis
penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.®

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor
nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.*

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.®> Sedangkan Bencana nonalam adalah bencana
yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.®

Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yung memerlukan tindakan
penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan
transisi darurat ke pemulihan.’

Keadaan darurat meliputi : a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. kerusakan
sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.®

Keperluan mendesak meliputi: a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran Daerah yang berada
diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.®

2 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

3 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Angka 1

5 lbid, Pasal 1 Angka 2

5 Ibid, Pasal 1 Angka 3

7 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keaadaan Tertentu,
Pasal 1 Angka 3

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 69 Ayat (1)

9 Ibid, Pasal 69 Ayat (2)
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Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.?

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
meliputi:

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan
standar pelayanan minimum;

b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program
pembangunan; dan

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) yang memadai.!

Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak
penularan COVID-19.2 Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk
antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.%®

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan
pemerintah daerah. * Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi
penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.’®

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga
disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan
pemerintah.®

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.’ Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di
bidang keuangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan
penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan
penggunaan APBD?.

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam
rangka penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Seluruh uraian dalam tulisan

hukum ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5

1 1bid, Pasal 8

12 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 2 Ayat (1)

13 Ipid, Pasal 2 Ayat (2)

14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 60

15 peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 1 angka 1

16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 Ayat (6)

17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 28 Ayat (4)

18 peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pasal 3 Ayat (1)
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran,
serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Il. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan

hukum ini adalah:
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1. Bagaimana prosedur pelaksanaan belanja untuk mendanai kebutuhan antisipasi penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pemerintah Daerah?

2. Bagaimana prosedur pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan antisipasi penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pemerintah Daerah?

I1l. PEMBAHASAN
1. Prosedur Pelaksanaan Belanja untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pemerintah Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk
kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut. 1° Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.?°

Keuangan Daerah meliputi: a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan
retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan
urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d.
Pengeluaran Daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau
kepentingan umum.?!

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat
untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.?? Pengelolaan
Keuangan Daerah tersebut diwujudkan dalam APBD. 2 APBD disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah
dan kemampuan Pendapatan Daerah.?*

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian
luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.?® Pengeluaran

untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup

19 peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Angka 1
20 |pid, Pasal 1 Angka 2

21 |hid, Pasal 2

22 |pid, Pasal 3 Ayat (1)

23 |bid, Pasal 3 Ayat (2)

24 |bid, Pasal 23 Ayat (1)

%5 |bid, Pasal 69 Ayat (5)
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tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah.? Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat
dilakukan apabila terjadi keadaan darurat.?’

Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang
belum tersedia dalam rancangan perubahan APBD.? Dalam hal pengeluaran untuk mendanai
keadaan darurat dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak
melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.®

Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.* Pengeluaran dilakukan dengan
pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.®

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.? Dalam hal belanja tidak
terduga tidak mencukupi, pemerintah daerah menggunakan: a. dana dari hasil penjadwalan
ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan kas yang tersedia.*® Penjadwalan ulang capaian
Program dan Kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari®.

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang
besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/atau
Perubahan APBD.* Belanja wajib bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan pencegahan
dan/atau penanganan Covid-19. *® Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Triwulan 11 dan Triwulan 111 dan penyaluran Dana Alokasi Umum bulan Mei 2020 sampai

dengan September 2020 Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

26 | bid, Pasal 69 Ayat (6)

27 |bid, Pasal 161 Ayat (2) huruf d

28 |pbid, Pasal 166 Ayat (1)

29 |pbid, Pasal 166 Ayat (2)

30 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 4 Ayat (1)

31 1bid, Pasal 4 Ayat (2)

32 peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 55 Ayat (4)

33 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 4 Ayat (3)

34 1bid, Pasal 4 Ayat (4)

35 peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), Pasal 3 Ayat (1);

36 |bid, Pasal 3 Ayat (2);
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berikut : a. Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk

pencegahan dan/atau penanganan COVID-19; dan b. Laporan Kinerja Bidang Kesehatan

untuk pencegahan dan/atau penanganan COVD-19 menunjukkan realisasi pelaksanaan

kegiatan.*” Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Migas dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19, serta

Dana Insentif Daerah diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan
COVID-19.%

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga

untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19

dilakukan dengan tahapan:

a.

kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk
mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari
kepada pejabat pengelola keuangan daeran selaku bendahara umum daerah;

pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja
tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan
antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari
terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;

pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan
dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c¢ di atas diserahkan kepada bendahara
pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan
penanganan dampak penularan COVID-19;

penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran
pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID-19;

kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID-19, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap
dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya; dan
pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan
COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait

dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat

37 |bid, Pasal 4 Ayat (1)

38 |bid, Pasal 5
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pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan

lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.*

2. Prosedur pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan antisipasi penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) pada Pemerintah Daerah
Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dilakukan untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam
negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan
segera.*® Untuk penanganan keadaan darurat, Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk Penyedia
terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain
yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
sejenis.*
Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat,
tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi perencanaan
pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran. 42
a. Perencanaan pengadaan meliputi:
1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
(PA/KPA/PPK) melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat
di lapangan. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan
darurat seperti di bawah ini:
a) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan;
b) Penyelamatan dan evakuasi, meliputi:
(1) pencarian dan penyelamatan korban;
(2) pertolongan darurat;
(3) evakuasi korban;
(4) perlindungan masyarakat; dan/atau
(5) pemulangan atau repatriasi.
c) Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi:
(1) air bersih dan sanitasi;

(2) pangan;

39 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 Ayat (1)

40 peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 59 Ayat (1)

41 1bid, Pasal 59 Ayat (5)

42 peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 Ayat (1)
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(3) sandang;
(4) pelayanan kesehatan;
(5) pelayanan psikososial; dan/atau
(6) penampungan dan tempat hunian;
d) Prioritas penanganan terhadap kelompok rentan; dan
e) Perbaikan/pemulihan sarana prasarana dan sarana vital dengan memperbaiki
dan/atau mengganti kerusakan.
2) Analisis ketersediaan sumber daya
Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu
mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari
lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian
cepat di lapangan.
3) Penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa
Dari hasil analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki, PA/KPA menetapkan cara
pengadaan pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat. Cara
Pengadaan Barang/Jasa penanganan keadaan darurat melalui:
a) Penyedia
Apabila ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan terdapat pada Pelaku Usaha,
pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilaksanakan oleh Penyedia.
b) Swakelola
Apabila ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau dapat dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, PA/KPA melaksanakan pengadaan
melalui Swakelola. Pelaksanaan Swakelola dalam penanganan darurat
dilaksanakan dengan koordinasi antar pihak terkait. Pelaksanaan Swakelola dapat
melibatkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, peran serta/partisipasi
lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku
Usaha.®
b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:
1) Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha
setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan
pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut.
Berdasarkan kesepakatan PPK dengan Penyedia/Pelaku Usaha, PPK menerbitkan
SPPBJ yang paling sedikit memuat:

43 bid, Pasal 6 Ayat (2)
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jenis pengadaan;

perkiraan ruang lingkup pekerjaan;
lokasi pekerjaan;

rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
jenis kontrak; dan

tata cara pembayaran.

Ketentuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat

meliputi:

a)

b)

d)

9)
h)

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah:
(1) Harga Satuan;

(2) Lumsum;

(3) gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

(4) waktu penugasan; atau

(5) Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee);

Jenis kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) yang dimaksud adalah nilai kontrak
merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap
atas biaya aktual (Cost Plus Percentage Fee) dimana biaya aktual sesuai dengan
pengeluaran sebenarnya;

Biaya aktual terdiri dari komponen biaya bahan/material, upah, sewa peralatan.
Jasa terdiri dari komponen keuntungan dan overhead. Dalam hal kontrak
ditetapkan dengan Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee), Penyedia harus menyediakan
dokumen pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan
keuangan atas paket pekerjaan yang dilaksanakan;

Nilai kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) ditetapkan berdasarkan hasil
negosiasi yang disertai dengan bukti pengeluaran/arus kas selama pelaksanaan
pekerjaan;

Jenis Kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) dapat digunakan bilamana lingkup
pekerjaan tidak dapat teridentifikasi dan/atau penggunaan jenis kontrak lain
menimbulkan risiko terhadap keberhasilan penyelesaian pekerjaan;

Pada Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Penyedia
dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK;

Ketentuan tentang sanksi kepada Penyedia (apabila diperlukan); dan

Penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum anggaran tersedia.

2) Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan

Apabila diperlukan, PPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan dan pengukuran

kondisi lokasi pekerjaan untuk menyusun perkiraaan kebutuhan (jenis, lingkup

pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah/volume, dan perkiraan waktu penyelesaian) dan
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mengklarifikasi/mengonfirmasi  kemampuan Penyedia untuk menyelesaikan

pekerjaan.

3) Serah terima lapangan
Apabila diperlukan, untuk Pekerjaan Konstuksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi,
PPK melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia.

4) Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP)
PPK menerbitkan SPMK sebagai dokumen pra-kontrak kepada Penyedia yang
didalamnya mencantumkan antara lain hal sebagai berikut.

a) perintah agar penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang
diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan;

b) jenis pekerjaan;

c) lokasi pekerjaan;

d) tanggal mulai kerja;

e) rencana waktu penyelesaian pekerjaan;

f) tata cara pembayaran (bulanan/termin/sekaligus); dan

g) hal lain yang dianggap perlu termasuk sanksi.

5) Pelaksanaan pekerjaan
Dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak melakukan pengendalian pekerjaan yang
meliputi mutu, biaya, dan waktu. KPA/PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan
baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diperlukan, KPA/PPK dapat
melibatkan pihak lain yang independen, penyedia, dan/atau pengguna/penerima akhir.
Langkah-langkah pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:

a) Penyedia menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan;

b) KPA/PPK dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama
lain untuk menghadiri rapat tersebut untuk membahas perkembangan pekerjaan;

¢) Penyedia wajib memberitahu kepada KPA/PPK dalam hal pelaksanaan pekerjaan
terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan
penyedia;

d) Dalam hal diperlukan adanya perubahan lingkup perkerjaan, KPA/PPK dan
penyedia bersepakat untuk menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan
program kegiatan.

6) Perhitungan hasil pekerjaan
Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagian atau keseluruhan, PPK, Penyedia
dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengukuran
dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan
program kegiatan. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Perhitungan

Bersama dan menjadi acuan untuk serah terima hasil pekerjaan atau pembayaran.
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7) Serah terima hasil pekerjaan
Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut.
a) pekerjaan telah dinyatakan selesai;
b) setelah dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan;
c) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima yang paling
kurang berisi:
(1) tanggal serah terima;
(2) nama Penyedia;
(3) lokasi pekerjaan; dan
(4) Jumlah dan Spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan.*
8) Pengadaan Barang/Jasa yang melalui swakelola dengan tahapan sebagai berikut.
a) mengoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
b) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
c) pelaksanaan pekerjaan; dan
d) serah terima hasil pekerjaan.*
c. Penyelesaian pembayaran, dengan tahapan sebagai berikut.
1) Kontrak
Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah
Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis Kontrak yang
tercantum dalam SPPBJ.
2) Pembayaran
Pembayaran kepada Penyedia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
a) pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin;
atau
b) pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
3) Post audit
Menteri/kepala  lembaga/kepala  daerah  menugaskan  pengawas internal
(BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat.*

4 1bid, Pasal 6 Ayat (3)
4 1bid, Pasal 6 Ayat (5)
46 1bid, Pasal 6 Ayat (6)
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IV. PENUTUP

Dalam penanganan keadaan darurat pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir
memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat dapat segera teratasi dan
terkendali. Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang
bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan
ketepatan seperti melakukan penyelamatan dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan nyawa
manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan infrastruktur yang mengganggu kegiatan pelayanan
publik dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk
korban bencana.

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga
untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan
dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, tahapan
pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi perencanaan pengadaan,

pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran.
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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2020;

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta
Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Penulis:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tulisan Hukum — Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 14



Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk

tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.
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